
 



RENCANA AKSI 

PERJANJIAN KINERJA 2026 

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB 

 

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentan waktu 1 (satu) tahun tertentu, dengan 

mempertimbangkan sumber daya  yang dikelolanya. Adapun tujuan 

Perjanjian Kinerja adalah : 

 

1. Meningkatkan akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur; 
 

2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 
 

3. Dasar Penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, serta 
 

4. Tolak ukur kinerja sebagai dasara evaluasi kinerja aparatur. 
 

Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Bengjalis Kelas IB 

telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan 

perjanjian kinerja tersebut, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja. 

Rencana Aksi Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Indikator Kinerja 

Utama. 

Dengan Demikian, diharapkan rencana aksi kinerja Tahun 2025 

menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Bengkalis kelas IB dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

 

              Bengkalis, 5 Januari 2026 

Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis 
 

 
 
 

 
 

LENNY LASMINAR S , S.H.,M.H 



REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 

N

O

. 

SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET % 

Triwul

an I 

Triwula

n II 

Triwula

n III 

Triwulan 

IV 

1.  Terwujudnya 

peradilan yang 

efektif transparan, 

akuntabel, 

responsif dan 

modern 

 

Persentase penyelesaian perkara secara tepat 

waktu 

95 95 95 95 

Persentase penyediaan/pengiriman Salinan 
putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 
pertama kepada para pihak 

95 95 95 95 

Persentase pengiriman pemberitahuan 

petikan/ amar putusan tingkat banding, 
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada para pihak 

95 95 95 95 

Persentase pengiriman Salinan putusan 

perkara pidana tingkat banding, kasasi dan 
PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju 
kepada para pihak 

95 95 95 95 

Persentase putusan pengadilan yang 

diunggah pada direktori putusan 

96 96 96 96 

Persentase penyelesaian permohonan 
eksekusi putusan perdata 

51 51 51 51 

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 26 26 26 26 



melalui pendekatan keadilan restoratif 

Persentase Perkara yang berhasil 

Diselesaikan Melalui Mediasi 

4 4 4 4 

Persentase perkara anak yang berhasil 
diselesaikan melalui diversi 

91 91 91 91 

Persentase perkara perdata tingkat pertama 
yang menggunakan e- Court 

95 95 95 95 

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan 

secara elektronik (e- Berpadu) 

95 95 95 95 

Persentase layanan perkara pidana yang 
diajukan secara elektronik (e- Berpadu) 

95 95 95 95 

 

N

O 

AKSI/KEGIATAN JADWAL 

PELAKSANAAN 

KELUARA

N 

PROGRAM KEGIATAN DANA 

I I

I 

III I

V 

1. Perkara Pidana yang diselesaikan 

Ditingkat Pertama di wilayah Barat 
√ √ √ √ Perkara Program 

penegakan dan 

pelayanan 

hukum 

1049 – 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 
Umum 

251.256.000 

2. Perkara Peradilan Umum yang 
diselesaikan melalui Pembebasan 
Biaya Perkara 

√ √ √ √ Perkara   434.160.000 

 



N

O

. 

SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET % 

Triwul

an I 

Triwula

n II 

Triwula

n III 

Triwulan 

IV 

2.  Meningkatnya 
Tingkat 
Keyakinan dan 

Kepercayaan 
Publik 

1.1. Indeks kepuasan pengguna layanan 
pengadilan berdasarkan standar layanan 
yang ditetapkan 

3.9 3.9 3.9 3.9 

 

N

O 

AKSI/KEGIATAN JADWAL 

PELAKSANAAN 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA 

I I
I 

III IV 

1 Pembinaan dan Pengawasan 

Aparatur Tenaga Teknis di 

Lingkungan Peradilan Umum 

√ √ √ √ Kegiatan Program 

penegakan 
dan pelayanan 

hukum 

1049 – 

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan 

Umum 

 

1.500.000 

 

2 Layanan Pos Bantuan 

Hukum di Lingkungan 

Peradilan Umum 

√ √ √ √ Orang Program 

penegakan 

dan 

pelayanan 
hukum 

1049 – 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 
Umum 

52.800.000 

 

 

 

 



N

O

. 

SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET % 

Triwul

an I 

Triwula

n II 

Triwula

n III 

Triwulan 

IV 

3.  Terwujudnya 
Manajemen 
Peradilan yang 
Transparan dan 
Profesional 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 
(IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

77 77 77 77 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan 

95 95 95 95 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan 

95 95 95 95 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) 
DIPA 01 

70 70 70 70 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) 
DIPA 01 

70 70 70 70 

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan 

Kerja Pengadilan 

3 3 3 3 

 

N
O 

AKSI/KEGIATAN JADWAL 
PELAKSANAAN 

KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA 

I I
I 

III IV 

1 Layanan Sarana Internal √ √ √ √ Unit Program 

Dukungan 

Manajemen 

1071 – Pengadaan Sarana 

dan Prasarana di 

Lingkungan Mahkamah 

Agung 
 

20.000.000 

 



2 Layanan Umum √ √ √ √ Laporan Program 

Dukungan 

Manajemen 

6986 – Dukungan 

Manajemen 

Administrasi 

Kesekretariatan 
Pengadilan Tingkat 

Banding dan Tingkat 

Pertama 

1.440.000 

3 Layanan Perkantoran √ √ √ √ Layanan Program 

Dukungan 

Manajemen 

6986 – Dukungan 

Manajemen 

Administrasi 

Kesekretariatan 
Pengadilan Tingkat 

Banding dan Tingkat 

Pertama 

6.723.061.0

00 

4 Layanan Pemantauan 

dan Evaluasi 

√ √ √ √ Dokumen Program 

Dukungan 

Manajeme

n 

6986 – Dukungan 

Manajemen 

Administrasi 

Kesekretariatan 

Pengadilan Tingkat 
Banding dan Tingkat 

Pertama 

300.000 

 

 

 

 

              Bengkalis, 5 Januari 2026 

Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis 

 
 
 

 
 

 
LENNY LASMINAR S , S.H.,M.H 


